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LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Sertipikat Elektronik

A s % el 2)
NS ;/ Edisi... | .coovinnnnnnne W
= = XOOOXX
Ny
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ ")
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK ... *

INIB: csssvosvnsinnmnrsnmnsas )
Hak «v.oii ini terdaftar atas nama pemilik yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang

Ianah yang letaknya diuraikan peda bagian BIDANG TANAH, diberiken dengen jangka waktu .... yang
berakhir tanggal ..., serta balasan dan kewajiban, pembebanen dan pencatatan lainnya yang tertera pada
tanda bukti hak ini

€
n

Pejabat yang berwenang

PEMEGANG HAK o

BIDANG TANAH

BATASAN DAN KEWAJIBAN 10)

CATATAN PENDAFTARAN i

XXX XXXXXX 1 dari 2 Heleman
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LETAK BIDANG TANAH .

14
Perhatian: ;
- Aslli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang dilandatangeni dengan Tanda Tangan
Elektronik yang telah disertifikasi oloeh Balai Sertifikas| Elektronik (BSre).
Dilarang melakukan penyebaran dan/alau penggandeen kepada plhek yang tidek
berkepentingen,
Sertiplkat-el yang dlcetak dengan menggunakan kertas spesifikasi khusus (secure paper)
yang disediakan oleh Kementerian berfungsi sebagai salinan resmi Dokumen Elektronik.
Pemalsuon surat atau manipulasl informasi eleklronik dan/atau dokumen elektronik dapat
dikenskan Pasal 263 KUHP dengsn ancaman pldana paling lama 6 (enem) tehun penjara
alau Pasal 36 jo. Pasal 61 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lema 12 (dua belas)
tahun penjara den/alau denda paling banyak Rp12 milier (due beles millar ruplah).
Untuk mencegah pemalsuan atas hasll celak Sertipikat-el, halaman pertama Sertipikat-el
mempunyal nomor seri Blanko yang lercalat dalam Sislem Eleklronik.
Untuk memaslikan keaslian dokumen Ini dapat dilihal dengan cara memindal quick respon
codo (QR codo) pada oplikasl yang disedioken oleh Kemenlerian untuk mensmpilkan
informasi lerkail status dari dokumen ini.
Luas yang lorlera pada tanda bukli hak Iini sesual dengon hasil pada sast pengukuran. Luas
dapal berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
Gembar letak bidang lanah menggunakan layanan open slreel mop dengan skala den sistem
koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat lerjad| pergeseran lelak pada pela.
Pemegang hak wajib mengelahul dan menjaga balas bidang tansh.
Setiap perbualan hukum alas bidang tanah ini termasuk perjenjien pengikatan jual beli,
perjanjian sewa atau benluk lainnya wajib didafiarkan ke Kanlor Pertanahan setempat.
Apablle bidang lanah ekan dijadiken jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga
Hek Tanggungen. Hasll cetak Sertipikal-el ini tidak diperbolehken untuk dijadikan jeminan
ulang dalam bentuk gadai alau bentuk lsinnya selain Hak Tanggungan.

2 dori 2 Haloman
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Lampiran 2 Pengisian Kuesioner Responden
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Lampiran 3 Formulir Kuesioner

PERTAN YAAN PENELITIAN “PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR | TAHUN 2021
TENTANG SERTIPIKAT ELEK TRONIK DI KABUPATEN MERAUKE”

A. IDENTITAS
1. Nama Lodrte \fama:yaaﬁ'
2. Usia . 3E 7d/1u“
3. Pendidikan Terakhir ga.
4. Nomor WA odsasy2 Y630 3

B. PERTANYAAN

1 Bagaimana cara [Bapak/[bu memperoleh tanah tersebut?

o thbah
@ Jual beh
¢ Waris

2. Apa tanda bukti hak sebelum diganti menjadi sertipikat elektronik?
a LetterC
b Sertipikat Konvensiona:
¢ Lainnya . e Lo loplor Aot/
3 Apa lenis tanah yang dimiliki oleh Bapak/1bu?
a Tanah pertaman

® Tanah non pertaman
4 Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manfaat dari Sertipikat Tanah?

,  Mosu fere e teplacctrr Heelesn AAalart
| ﬂ,Ck_fjaqaam Fanab R &Q/zauu[:kqm

5 Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Sertipikat Elektronik?
| .Qr/’f/ka" b3 M fer it b e love oliGta /- ‘
e ) clialder Obh peuiilily

g'cfﬁ‘/t/k,q‘ weplabi  cthw whibh  Faualily|
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6. Bagammana proses Bapak/Ibu dalam membuat Sertipikat Elektronik?
a Sporadik

(®) prst

7 Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan Sertipikat Elektronik?
{ FO //:k ; i
i TP -
ﬁ,c. ra-/f M,Q/(L auv A;uéa/*
Bt ooy ot pank
| Bt gt Bl metiapetrhi  leelumlan & 0404
/“tv]ak_ PRE - ;

8. Apakah dalam pembuatan Sertipikat Elektronik dipungut biaya?
a Ya

@ Tidak

Butuh Waktu berapa Lama untuk memperoleh Sertipikat Elektronik?

| (9 Haer &_gy;
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Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :57/V/CVD-FH 20 Februari 2025
Hal : Permohonan ljin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi
Kepada

Yth. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Merauke
JI. TMP Trikora, No 86, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke,
Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Dengan hormat,
Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasi tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami beritahukan bahwa setiap mahasi: harus melakuk

riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendad di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/lbu untuk memberikan ijin riset/penelitian

dan ara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :
1. Nama : Madeleine Michelle Letsoin
2. Nomor Mahasiswa 1 210514213
3. Program Kekhususan . Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset :  Kantor ATR/BPN Kabupaten Merauke
5. Dosen Pembimbing | :  Maria Hutapea, S.H., M.Hum
Dosen Pembimbingll  : -
6. Judul Skripsi . PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN MERAUKE

7. No. Handphone / WA : 082239553621
Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/ ara yang dilakuk ta bersifat ilmiah dan
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik,
sehingga tidak diperk kan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon  : +62-274-561031

Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax. : +62-274-547973
Surel - .ac.

- h@uajy.ac.id

https:/ifh.uajy.ac.id
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